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7 ABSTRAK 

 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut penerapan prinsip Good 

Government Governance (GGG) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP), khususnya pada kebijakan pembiayaan melalui utang daerah. Penggunaan 

utang Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025 sebagai alternatif pembiayaan 

pembangunan infrastruktur menjadi isu strategis karena memerlukan tata kelola 

yang transparan, akuntabel, serta didukung sistem pengendalian internal yang 

efektif guna menjaga keberlanjutan fiskal daerah. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Good Government 

Governance dan SPIP dalam pengelolaan keuangan daerah pada penggunaan utang 

Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, 

dokumentasi, dan triangulasi terhadap 37 informan yang terdiri atas unsur Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, dan masyarakat. 

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, 

serta triangulasi sumber untuk menjamin kredibilitas temuan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, kepatuhan hukum, efektivitas, dan efisiensi serta unsur-unsur SPIP 

telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun implementasinya belum sepenuhnya 

optimal. Partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan masih terbatas, 

komunikasi kebijakan belum berjalan secara maksimal, dan pengendalian berbasis 

risiko memerlukan penguatan. Realisasi pendapatan daerah mencapai 90,52%, 

realisasi belanja sebesar 84,02%, sedangkan realisasi pinjaman daerah hanya 

mencapai 48,80% dari anggaran sebesar Rp452 miliar. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Good Government 

Governance dan SPIP telah memberikan kontribusi terhadap kualitas pengelolaan 

keuangan daerah, namun masih terdapat kesenjangan antara kepatuhan 

administratif dan implementasi substantif. Oleh karena itu, penguatan transparansi, 

partisipasi publik, komunikasi kebijakan, dan pengendalian berbasis risiko 

diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya 

dalam kebijakan penggunaan utang. 

 

Kata Kunci: Good Government Governance; SPIP; pengelolaan keuangan 

daerah; utang daerah; tata kelola pemerintahan. 
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8 ABSTRACT 

 

Regional financial management is a fundamental aspect of public 

administration that requires the effective implementation of Good Government 

Governance (GGG) principles and the Government Internal Control System (SPIP), 

particularly in regional debt financing policies. The utilization of regional debt by 

the Surabaya City Government in 2025 as an alternative source of infrastructure 

financing has become a strategic issue, as it demands transparent, accountable, and 

sustainable governance supported by an effective internal control system to ensure 

fiscal sustainability. 

This study aims to analyze the implementation of Good Government 

Governance and the Government Internal Control System (SPIP) in regional 

financial management concerning the utilization of regional debt by the Surabaya 

City Government in 2025. A qualitative approach employing a case study design 

was adopted. Data were collected through interviews, documentation, and 

triangulation involving 37 informants representing the Regional Financial and 

Asset Management Agency (BPKAD), the Inspectorate, and the community. Data 

were analyzed using data reduction, data display, conclusion drawing, and source 

triangulation to ensure the credibility of the findings. 

The findings indicate that the principles of transparency, accountability, 

compliance with regulations, effectiveness, and efficiency, together with the 

components of SPIP, have been formally implemented in accordance with 

applicable regulations. However, their implementation has not yet reached an 

optimal substantive level. Public participation in policy formulation remains 

limited, policy communication requires further improvement, and risk-based 

internal control needs to be strengthened. Regional revenue realization reached 

90.52%, expenditure realization amounted to 84.02%, while regional borrowing 

realization accounted for only 48.80% of the planned IDR 452 billion. 

This study concludes that the implementation of Good Government 

Governance and SPIP has contributed to improving the quality of regional financial 

management; however, a gap remains between administrative compliance and 

substantive implementation. Therefore, strengthening transparency, public 

participation, policy communication, and risk-based internal control is essential to 

enhance the quality of regional financial management, particularly in the 

implementation of regional debt policies. 

 

Keywords: Good Government Governance; SPIP; regional financial management; 

regional debt; governance gap. 
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